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GUBERNLR SULAWESITENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :/;,/TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

bahwa sesuai ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menganianatkan bahwa
Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;,

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,merupakan perwujudan dari Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam
kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafén anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurufa dan hurufb, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.



Mengingat

1

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Dcierali Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Uiara-Tengah dan Daerah
Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

IIndanp;-1 JnHanp Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.3 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana taiah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informas! Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5155);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);



19. Peratman Daerah Provinsi Sulawcsi Tenggaia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Frovinsi Sulav/esi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomoi 9);

20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukaii dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp. 3.211.433.158.799,00,-
2. Belanja Daerah Rp. 4.400.239.229.535.00.-
Surplus/ (Defisit) Rp. (1.188.806.070.736,00,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 1.214.806.070.736,00,-
b. Pengeluaran Rp. 26.000.000.000,00,-
Pembiayaan Netto Rp. 1.188.806.070.736,00,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0



Pasal 2

() Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.224.218.532.479,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.908.788.535.320,-
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 78.426.091.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 984.253.364.374,-
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.591.155.150,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 56.845.491.400,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 163.528.521.555,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 229.722.723.000,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.679.065.812.320,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan
a. Pendapatan Hibah Rp. 78.426.091.000

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.743.445.857.673,-
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.656.793.371.862,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.158.525.637.795,-
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 26.950.000.000,-



Belanja hibah sejumlah Rp. 32.032.045.000,-

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 478.395.125 678,-
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 23.693.049.200,-
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 23.850.000.000,-
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 109.150.318.098,-
b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp. 598.243.786.195,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.949.399.267.569,-

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.214.306.070.736,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 26.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 19.806.070 736,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 26.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1 Lampiran | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2 Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD;
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11.

12.
13.

Lampiran 1l

Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIH
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran Xl

Lampiran XII
Lampiran XIli

Rindan RAPBD menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi daiam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Dafar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penainbahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
daiam tahun anggaran ini;

Daftar dafia cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal6

Daiam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. Tidak diharapkan teijadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dainpak signifikan terhadap anggaran daiam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal7

Gubemur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.



Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (14-300/2019)



